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LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN RADIO KOMUNIKASI KEBENCANAAN

BAB I
PENDAHULUAN
LatarBelakang
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, tersirat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab
melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan memberikan
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk
perlindungan terhadap bencana. Menyikapi hal tersebut, penetapan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai
wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi
bencana. BNPB sebagai koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana
tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Institusi tersebut telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengurangi
dampak yang akan timbul akibat bencana. Hal tersebut tidaklah mudah
dikarenakan keragaman dan keunikan wilayah Indonesia yang membuat
upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan
beragam pendekatan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
dengan melakukan penguatan jaringan komunikasi dan informasi
kebencanaan pada Pusat Pengendali OperasiPenanggulangan Bencana
{Pusdalops PB) Provinsif Kabupaten/ Kota menggunakan radio komunikasi.
Agar tujuan pertukaran data dan informasi kebencanaan antara pusat dan
dacrah dapat dilakukan seccara cepat, tepat dan terkoordinasi guna
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dan
efisien.
Maksud dan Tujuan
Pedoman Radioc Komunikasi Kebencanaan dimaksudkan sebagai panduan
pengoperasian radic komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
Tujuan pedoman ini adalah :
1. Terciptanya pemahaman yang sama antara BNPB, BPBD provinsif
kabupaten/kotaterkait komunikasi radio kebencanaan dalam melakukan
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koordinasi penanggulangan bencana, serta pihak-pihak yang terkait dalam
kegiatan penanggulangan bencana.

2. Terciptanya pertukaran data dan informasi kebencanaan secara cepat
antara BNPB, BPBD provinsi/kabupaten/kota, serta pihak-pihak yang
terkait dalam kegiatan penanggulangan bencana.

1.3. Ruang Lingkup dan Sasaran

A. Ruang lingkup dari Peraturan Kepala BNPB ini mencakup pada lingkungan
BNPB dan BPBD provinsif/kabupaten/kota dalam pengelolaan radio
komunikasi di Pusdalops, baik dari sisi operasional maupun pemeliharaan
radio komunikasi.

B. SasaranPedoman Radio Komunikasiadalah ~ BNPB dan BFBD
provinsi/ kabupaten/kota,instansif lembagaterkait dan komunitas radio
kebencanaan.

1.4. Pengertian

1. Komunikasi adalah proses dasar pada perpindahan informasi.

2. Radio adalah terminology khusus dimana sinyal yang dikirim harus
dirubah menjadi gelombang elcktromagnetik yang merambat melalui jarak
jauh.

3. Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan menggunakan gelombang
radio.

4. Gelombang Radic adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan
terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimedulasi (dinaikkan
frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang
radio dalam suatu spectrum  elektromagnetik, dan radiasi
clektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun
magnetic.

5. High Frequency yang selanjutnya disingkat dengan HF adalah radio
komunikasi yang gelombangnya bekerja pada frekuensi 2 Mhz sampai 24
Mhz. Frekuensi ini biasanya dipergunakan untuk jarak jauh, karena sifat
gelombangnya dapat memantul dan tidak ada efek hambatan pada objek
atau lawan komunikasi, frekuensi ini dapat memantul ionosper. Radio
komunikasi ini masih tergantung pada propagasi.

6. Very High Frequency yang selanjutnya disingkat dengan VHF adalah radio
komunikasi yang gelombangnya bekerja pada Frekuensi 100 Mhz sampai
300 Mhz, frekuensi ini biasanya dipergunakan untuk jarak dekat.
Gelombang radic yang dipancarkan arahnya berbentuk garis lurus

(horizontal).


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1651 6

10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi
Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frequency
Radio dan Orbit Satelit;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencansa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja BPBD;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005
tentang Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana (Pusdalops PB);

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos Telekomunikasi Nomor
1737/ DJPT.4f KOMINFO/ 12/2009 tentang Penetapan Frekuensi
Penanggulangan Bencana untuk Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.
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BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
2.1. Kebijakan

Radio komunikasi merupakan salah satu fasilitas pendukung Pusdalops

Penanggulangan Bencana dalam melakukan verifikasi, pemuktahiran data dan

informasi kebencanaan. Saat kondisi normal dilakukan pertukaran data dan

informasi melalui radic komunikasi secara rutin antara Pusdalops BNPB
dengan Pusdalops BPBD provinsi atau Pusdalops BPBD kabupaten/kota.

Saat tanggap darurat, BPBD provinsi/kabupaten/kota dapat mendirikan

stasiun radio komunikasi di lokasi bencana, dan dapat melakukan koordinasi

dengan dinas komunikasi dan informatika terkait penggunaan frekuensi radio
yvang akan digunakan.
2.2, Strategi

Untuk mendukung kebijjakan sebagaimana dimaksud point 2.1 dibutuhkan

beberapa strategi untuk mewujudkan pengelolaan radic komunikasi

kebencanaan, yaitu :

1. Operator radio komunikasi BNPB meclakukan pemanggilan rutin ke BPBD
Provinsi pada :
¢ Pukul 07.00 dan 14.00 WIB (untuk wilayah Indonesia bagian timur)
¢ Pukul 08.00 dan 15.00 WIB (untuk wilayah Indonesia bagian tengah)
¢ Pukul 09.00 dan 16.00 WIB (untuk wilayah Indonesia bagian barat)

2. Jadwal pelaksanaan pemanggilan rutin antara BPBD provinsi dengan
BPBD kabupaten/kota dikoordinasikan oleh BPBD provinsi. Pelaksanaan
pemanggilan rutin ke BPBD kabupaten/kota dilakukan sebelum jadwal
pelaksanaan pemanggilan dari BNPB.

3. Data dan informasi bencana hasil pemanggilan rutin digunakan sebagai
data dukung dalam pembuatan laporan harian Pusdalops Penanggulangan
Bencana.

4. Pada kondisi darurat BPBD provinsi/kabupaten/kota dan Posko lapangan
dapat melakukan pemanggilan setiap saat langsung ke BNPB atau
sebaliknya.

5. Pada kondisi darurat posko lapangan dapat melakukan pemanggilan sesuai

kebutuhan pada instansi / dinas terkait.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

